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Nccessity will make available land for developmen', ofiering the opportunity for the transfer
of laud for severui prajects, wh:ether for state of public requirements, or for business pecessity for
that matter, in either a small or a large scale. Because the state owned land is nc longer satisfac-
tory: inn supply, it is desirable that these various necessities for land, vhich in a way, are objects for
the need for the right 10 prossess land, whether it as individuals or by a legal bodv, or by the legal
community: {adat) be there.

Regnilating or controlling this aspec! is not that easy. This is because there often occurs a dis-
crepancy benween das sollen and das sein. This writing will attempt 10 analyze the implemenation
of the kepres No. 55 of 1993 whose operationalization was supported by the minisierial regulation
Agrarian/Head of BPN No. 1 of 1994, by revising what was meant by public importance, how its
deliberation shou'd be executed in the process of freeing land, how the loss should be shared, how
the preession of tite transferred land should be in the hands of the legal conumunity (adat). From
the results of the analvsis, it is concluded that the concept of public importance, the discussion and
sharing the loss. all experience a shifi. With the validity of the kepres discussed above. it is appa-
rent that it is onh: government which has the right 6 use the land mieant for pulblic importance for

other development activities.

PENGANTAR

Kebutuhan akan tersedianya
tanah untuk keperluan pembangun-
an memberikan peluang terjadinya
pengambilalihan tanah untuk ber-
bagai proyek, baik untuk kepenting-
an negara’/kepentingan umum mau-
pun untuk kepentingan bisnis, da-
lam skala besar maupun skala kecil.
Karena tanah negara yang tersedia
sudah tidak memadai lagi jum-
lahnya (hal itu pun tergantung pada
pengertian tanah negara tersebut),
maka untuk mendukung berbagai
kepentingan tersebut di atas yang
menjadi objeknya adalah tanah-ta-
nah hak, baik yang dipunyai oleh
orang-perseorangan, badan hukum,
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maupun masyarakat hukum (adat).

Bila subjek haknya orang-per-
seorangan, statusnya pun beragam,
yakni pemegang hak atas tanah ter-
tentu {(Hak Milik, HGB, Hak Pakai)
atau pemakai tanah. Bagi pemegang
hak atas tanah, bukti haknya pun
beragam; ada yang mempunyai ser-
tifikat, ada pula yang dapat menun-
jukkan girik/kekitir, namun tidak
kurang yang tidak dapat menunjuk-
kan tanda bukti tertulis berupa
apapun.

Pengalaman di masa lampau
menunjukkan, bahwa ekses-ekses
pengambil-alihan tanah untuk ber-
bagai kepentingan itu sebagian di-
sebabkan oleh kesenjangan antara
das sollen sebagaimana tertuang da-

JKAP Volume I, Nomor | (Mei 1996)



lam peraturan perundang-undangan
-yang berlaku, dengan das sein be-
rupa kenyataan yang terjadi di la-
pangan.

Dalam tulisan ini akan diurai-
kan tentang bagaimana melaksa-
nakan Keppres No. 55 Tahun 1993
secara bertanggung jawab sebagai
hasil refleksi kasus yang pemah
muncul di permukaan, dengan ha-
rapan agar ekses yang mungkin tim-
bul tidak terulang lagi karena dam-
paknya tidak menguntungkan bagi
siapa pun juga.

PELLAKSANAAN KEPPRES NO.
55 TAHUN 1993 SECARA BER-
TANGGUNG JAWAB

.- Dengan terbitnya Keppres No.
55 Tahun: 1993, maka semenjak
tanggal 17 Juni 1993, seraua peng-
ambil-alihan tanah untuk kepenting-
an negara/kepentingan umum dila-
kukan berdasatkan peraturan ini,
yang pelaksanaannya ditunjang de-
ngan Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala BPN No. I Tahun
1994,

(1) Kepentingan Umum
Sebagaimana diketahui, me-
ngenai pengertian kepentingan u-
mum, Keppres No. 55 Tahun 1993
menganut pendekatan yang sempit

dengan memberikan definisi yang

ketat tentang kepentingan umum,
diikuti dengan 14 contoh kegiatan
yang tidak membuka penafsu‘an le-
bih lanjut (Pasal 5 angka 1). *
Sebelum berlakunya Keppres
No. 55 Tahun 1993, dalam Undang-
Undang No. 20 Tahun 1961 digu-
nakan pendekatan yang luas tentang
pengertian kepentingan umum dan
dalam Inpres No. 9 Tahun 1973 di-
gunakan kombinasi antara pende-
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katan yang luas dan sempit dengan
menyebut daftar kegiatan yang ma-
sih membuka peluang untuk me-
nafsirkannya secara luas.

Bila dibandingkan dengan ke-
adaan di Amerika Serikat, maka
pergeseran tentang konsep kepen-
tingan umum atau public use ini da-
pat. dilihat melalui berbagai
land-mark case, yakni Berman v
Parker (1937), Hawaii Housing
Authority v Midkiff (1967), dan
Poletcwn Neigh-borhood Council v
City of Detroit (1930). Pada kasus
pertama, pe-ngadilan menggunakan
"broad vi-ew"_. pada kasus ke dua
digunakan "narrow view”, dan
dalam kasus ke tlga kemball digu-
nakan "broad view"

- Kepentingan urnum dalam -arti
luas diartikan sebagai “public be-
nefit”, sedangkan dalam arti sempit
public use diartikan sebagai public
access, atau apabila public access
tidak dimungkinkan, maka cukup

"if the entire public could use the
product of the facility” (Ad!yanto- .
Sumardjono, 1994).

Di Indonesia, di mana pada u-
mumnya yang menjadi permasalah-
an utama bukanlah apakah suatu
proyek termasuk dalam kategori
kepentingan umum atau tidak, me-
lainkan masalah tentang substansi
musyawarah untuk mencapai kese-
pakatan tentang ganti kerugian dan
bentuk- serta besarnya ganti ke-
rugian tersebut, maka agar supaya
tidak menimbulkan - peluang -inter-
pretasi yang luas tentang Kepenting-
an umurn, tepat kiranya bahwa un-
tuk saat ini diberikan definisi yang
sempit tentang kepentingan umum
disertai contoh kegiatannya sebagai-
mana tampak dalam Pasal 5 angka 1
Keppres No. 55 Tahun 1993 terse-
but (Bandingkan dengan Idaho
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Constitution di Amerika Serikat).

Tepatlah  kiranya pendapat
Bender untuk kondisi Indonesia,
yang menyatakan bahwa :

". .. public use should mean public ac-
cess, it should mean that when property
is involuntarily transferred, the public
(or a greater number of people, not co-
operations or business interest) ac-
quires greater rights or interests in the
property than it had before the transfer.
Public use means public access and
control. thevefore, transfer of property
taken by the power of eminent domain
cannot be transfeired to prvate enter-
prises” (Bender dalam Adivaito-Su-
mardjono. 1994).

Beberapa hal perlu mendapat
perhatian berkenaan dengan pelak-
sanaan Keppres No. 55 Tahun 1993
dalam kaitannya dengan siapa yang
dapat menggunakan Keppres ini
dalam upaya penyediaan tanah.

Pertama, dari definisi yang
sempit tentang kepentingan umum,
yang terdiri dari tiga kriteria kumu-
latif, yakni : bahwa kegiatan pem-
" bangunan itu dilzkukan oich Peme-
rintah, selanjutnya dimiliki oleh Pe-
merintah, serta tidak digunakan un-
tuk mencari keuntungan, yang
kemudian diikuti contoh berupa 14
daftar kegiatan (Pasal S angka i),
maka apabila ada suatu jenis ke-
giatan yang direncanakan, namun ti-
dak termasuk dalam 14 jenis
kegiatan tersebut di atas, peluang
yang dibuka melalui Pasal 5 angka
2, yakni melalui suatu Keppres, ha-
ruslah juga diartikan bahwa kegi-
atan tersebut harus memenuhi tiga
kriteria pokok tersebut di atas se-
cara kumulatif.

Kedua, Pengadaan tanah mela-
Iui Keppres yang dilakukan melalui
pelepasan atau penyerahan hak atas
tanah dengan memberikan ganti ke-
rugian atas dasar musyawarah ini
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hanya dapat dilakukan oleh Peme-
rintah.

Berbeda dengan waktu yang
lampaui, di mana pihak swasta da-
pat memanfaatkan iembaga pembe-
basan tanah menurut tata cara yang
diatur oleh Permendagri No. 15 Ta-
hun 1975 berdasarkan Permendagri
No. 2 Tahun 1976, maka sekarang
jelas bahwa untuk kepentingan bis-
nis, pengambilalihan tanah harus di-
lakukan secara langsung antara
pihak swasta dengan para pe-
megang hak atas tanah dan bangun-
an serta tanaman dengan cara jual
peli, tukar-menukar, atau cara lain
atas dasar musyawarah (Pasal 2 ayat
(3) Keppres No. 55 Tahun 1993).

Ketiga, bagi instansi Pemerin-
tah pun, bila kegiatan pembangunan
yang direncanakan. tidak termasuk
dalam kategori kegiatan dalam
Pasal S angka | tersebut, maka pe-
ngadaan tanahnya harus dilaksa-
nakan secara langsung dengan pe-
megang hak atas tanah dan pemilik
bangunan, tanaman, dan/atau ben-
da-benda lzin yang Dberkaitan de-
ngan tanah, atas dasar musyawarah
(Pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri
Negara Agraria/Kepala BPN No. |
Tahun 1994).

Bagaimana dengan pengadaan
tanah untuk kepentingan umum
yang dilakukan oleh otorita, BU-
MN, dan BUMD? Dalam Surat
Pengantar Menteri Negara Agraria/
Kepala BPN tanggal 29 Juni 1994
disebutkan, bahwa untuk otorita,
BUMN/BUMD bila kegiatannya
termasuk dalam Pasal-5 angka 1,
maka dapat dibantu oleh Panitia
Pengadaan Tanah, tetapi harus di-
mohonkan terlebih dahulu kepada
Kepala Kanwil BPN Propinsi. Bila
kegiatan untuk kepentingan umum
itu tidak termasuk dalam Pasal §
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angka 1, maka Keppres No. 55 Ta-
hun 1993 tidak otomatis berlaku ter-
hadapnya, melainkan harus
dimohon oleh Menteri/Ketua Lem-
baga/Direktur BUMN/BUMD yang
bersangkutan kepada Presiden me-
lalui Menteri Sekretaris Negara agar
Keppres No. 55 Tahun 1993 dapat
diberlakukan terhadapnya.

Yang perlu dipegang teguh da-
lam hal ini adalah pemenuhan tiga
kriteria kepentingan umum itu se-
cara kumulatif (Surardjono daiam
SKH Kompas. 24 Juli 1993). Bila
kegiatan otoiita, BUMN/BUMD
tersebut dalam kegiatannya ditu-
jukan untuk memperoleh keuntung-
an (misalnya BUMN/BUMD yang
berbentuk perseroan), maka peng-
adaan tanahnya tidak dapat ditem-
puh melalui Keppres No. 55 Tahun
1993, melainkan harus berhadapan
secara langsung dengan pemegang
hak atas tanah dengan cara yang
disepakati bersaina.

Di samping hal-hal terscbut di
atas. maka perlu pula diperhatikan
bahwa peruntukan tanah yang di-
mohon untuk kepentingan umum itu

sesuai dengan Rencana Tata Ruang:

Wiiayah (RTRW) atau perencanaan
ruang wilayah atau kota yang telah
ada (Pasal 7 Peraturan Menteri Ne-
gara Agraria/Kepala BPN No. 1 Ta-
hun 1994). Mengacu pada Undang-
Undang No. 24 Tahun 1992 tentang
Penataan Ruang, yang antara lain
menyebutkan, bahwa setiap orang
berhak untuk mengetahui rencana
tata ruang, bahkan berperan serta
dalam penyusunan rencana, peman-
faatan, dan pengendalian pemanfa-
atan tata ruang (Pasal 4 ayat (2)),
kiranya jelas bahwa dalam hal pe-
ngadaan tanah untuk kepentingan
umum, diperlukan adanya transpa-
ransj, baik mengenai rencana tata
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ruangnya maupun rencana peng-
adaan tanahnya. Dengan adanya
transparansi ini, maka selain ma-
syarakat dapat mempersiapkan diri-
nya secara lebih baik, juga dapat
mencegah timbulnya calo tanah
dengan berbagai dampaknya.

(2) Musyawarah

Pengalaman masa lalu menun-
jukkan adanya kecenderungan bah-
wa yang dianggap sebagai musya-
warah untuk menentukan bentuk
dan besarnya ganti kerugian lebih
dititikberatkan pada segi formali-
tasnya/prosedurai belaka, misalnya
ada undangan musyawarah, freku-
ensi - dilakukannya musyawarah,
jumlah yang menghadiri, dan seba-
gainya, - ketimbang masalah subs-
tansialnya.” Suatu musyawarah un-
tuk dapat menghasilkan kesepakat-
an haruslah dilandasi asas keseja-
jaran antara pihak-pihak yang ber-
musyawarah dan dilaksanakan tan-
pa tekanan berupa apapun (verbal
maupun non verdal berupa svasana
ataupun tindakan pepekanan dalam
berbagai gradasinya, baik yang ter-
jadi di dalam pertemuan maupun di
luar pertemuan).

Waiaupun secara prosedural
musyawarah memenuhi syarat, na-
mun apabila keputusan yang diha-
silkan dilandasi oleh adanya te-
kanan, maka tidak dapat -dikatakan
telah dicapai kesepakatan karena te-
kanan -itu merupakan perwujudan
dari pemaksaan kehendak satu pi-
hak untuk menekan pihak lain agar
mengikuti kehendaknya. Dengan °
perkataan lain, "kesepakatan" itu
terjadi dalam keadaan terpaksa.

Di samping itu, kehadiran/ke-
terlibatan-orang-orang di luar kepa-
nitiaan yang resmi yang tidak jelas
fungsi/tanggung jawabnya jelas a-
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kan semakin mengaburkan arti mu-
syawarah itu secara substansial.

Praktek-praktek semacam yang
terjadi di masa lalu (lihat misalnya
keputusan Mahkamah Agung dalam
perkara kasasi kasus Kedung Om-
bo), seyogyanya tidak terulang lagi
dengan adanya Keppres No. 55 Ta-
hun 1993 dan Peraturan Menteri
Negara Agraria/Kepala BPN No. 1
Tahun 1994. Dengan kedua per-
aturan tersebut, musyawarah diberi
makna scbagai kegiatan saling men-
dengar dan saling inenerima pen-
dapat dan keinginan yang dila-
kukan secara sukarela untuk menca-
pai kesepakatan tentang benfuk dan
besarnya ganti kerugian (Pasal $
angka | Keppres No. 55 Tahun
1993). Jelaslah di sini, bahwa untuk
musyawaral harus terjadi tanpa te-
kanan (sukarela) dan dilakukan an-
tara pihak-pihak yang berkedu-
dukan sejajar ("saling”). Mengenai
tata cara dan kegiatan dalam proses
musyawarah itu telall diatur secara
rinci dalam Peraturan Menteri Ne-
gara Agraria/Kepala BPN No. 1 Ta-
hun 1994.

Agar pengalaman masa lampau
tidak terulang lagi, perlu diupa-
yakan agar tokoh rnasyarakat dan
pimpinan informal yang dilibatkan
dalam tahap penyuluhan penunjuk-
kannya/pemilihannya dilakukan o-
leh para pemegang hak. Demikian
pula, kemungkinan penunjukkan
wakil pemegang hak prosesnya agar
benar-benar bebas dari campur ta-
ngan pihak luar. Apabila hal ini ti-
dak terlaksana, maka suasana demo-
kratis yang dikembangkan dalam
kedua peraturan tersebut juga hanya
akan menjadi huruf mati belaka.

Untuk keperluan bisnis pun,
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walaupun pengambilalihan tanah di-
lakukan secara langsung dengan pe-
megang hak, hendaknya dihindari
upaya menghadirkan "pihak ketiga"
yang tidak ada kaitannya dengan
masalah  pengambilalihan tanah
tersebut.

(3) Ganti Kerugian

Berkenaan dengan ganti ke-
rugian yang diatur dalam Keppres
maupun Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala BPN tersebut, ter-
dapat keinajuan bila dibandingkan
dengan pengaturannya di masa yang
lampau. Secara lebih tegas dan rinci
disebutkan tentang kritetia pencntu
nilai tanah beserta faktor yang
mempengaruhi  harga tanah; di
samping nilai taksiran bangunan,
tanaman, dan benda-benda lain
yang berkaitan dengan tanah. De-
mikian pula, tata cara musyawarah
untuk menentukan bentuk dan be-
samya ganti kenigian sudah di-atur
secara rnci.

Namun demikian, kiranya pa-
tut pula dipertimbangkan tentang a-
danya faktor-faktor non fisik (im-
materiil) yang dapat dipertim-
bangkan dalam penentuan ganti ke-
rugian, terlebih apabila proses pe-
ngadaan tanah itu memakan waktu
yang cukup lama. Faktor-faktor ter-
sebut, misalnya, turunnya penghasi-
lan pemegang hak (karena apa yang
diharapkan tidak menjadi kenyataan
yang dapat berupa ganti kerugian
materiil maupun immateriil), dan
ganti kerugian karena harus pindah
tempat/pekerjaan (karena dapat me-
ngalami disorientasi/frustrasi) (Su-
mardjono dalam SKH Kompas, 24
Maret 1994).

Dalam kedua peraturan ini di-
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sebutkan pula bahwa yang berhak
atas ganti kerugian, selain peme-
gang hak adalah pemilik bangunan,
tanaman, dan/atau benda-benda lain
yang berkaitan dengan tanah. Di
samping itu, terhadap para pemakai
tanah tanpa sesuatu hak yang me-
menuhi kriteria tertentu, diberikan
santunan (Pasal 20 Peraturan Men-
teri Negara Agraria/Kepala BPN
No. 1 Tahun 1994), sedangkan bagi
yang tidak memenuhi kriteria terse-
but, dapat diselesaikan dengan dua
kemungkinau, yakni diberi uang
santunan, atau diminta mengoseng-
kan tanah yang bersangkutan. Ki-
ranya dalam hal ini yang perlu
diperhatikan adalah kriteria objektif
penentu keputusan tersebut agar di-
rasa adil bagi pihak-pihak yang ber-
sangkutan.

Semua kriteria peneatu ganti
kerugian dan faktor-faktor yang da-
pat mempengaruhi harga tanah itu
adalah upaya untuk mewujudkan
keadilan yang merupakan mani-
festasi penghormatan hak-hak indi-
vidu yang telah dikorbankan untuk
kepentingan umum yang lebih be-
sar. Dalam kenyataannya. keadilan
itu baru terwujud apabila keadaan di
pemegang hak tidak mengalami de-
gradasi antara sebelum pengambil-
alihan tanah dan sesudahnya, atau
suatu keadaan yang tidak mem-
buatnya lebih kaya atau sebaliknya
justru menjadi lebih miskin dari
keadaan semula.

Dalam putusan kasasi kasus
Kedung Ombo, Prof. Asikin dkk.
menyebutkan agar ganti kerugian
diberikan dengan harga yang men-
dekati realitas agar para penggugat
memperoleh tanah lain sebagai
penggantinya. Demikian pula di-
tambahkan bahwa justru karena
befum tercapai musyawarah dan
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mufakat tentang ganti kerugian, na-
mun penggugat telah "terpaksa" me-
lepaskan tanah mereka, hal im
berarti bahwa mereka dengan
demikian . kehilangan kesenangan
hidup (gemis van levens.vreugde).
Hal yang bersifat immateriil ini pun
seharusnya diperhitungkan dalam
pemberian ganti kerugian.

- Prof. ‘Asikin dkk. mengajarkan
kepada kita bahwa pandangan le-
galistik formalistik semata sudah ti-
dak pada tempatnya dipertahankan
karena hal iri jika dilihat dari sepi
kepastian hukum memang membe-
rikan jaminan, namun dari segi ke-
adilan justru kurang memberikan
makna. Walaupun tidak mudah, da-
lam memberikan kepastian hukum,
keadilan harus tampak nyata dan
dapat dirasakan, dan dengan demi-
kian memenuhi pula asas keman-
faatan (Sumardjono, 1994 (c)).

Di samping itu, untuk mema-
haini kaidah-kaidah yang tersurat
dalam peraniran perundang-undang-
an diperlukan kemampuan memba-
ca dan menafsirkannya dengan su-
ara hati dan tidak semata-mata me-
ngandalkan daya nalar. karena hu-
kum itu diciptakan oleh manusia
dan untuk kesejahteraan serta pe-
ngayoman manusia. Ketentuan per-
undang-undangan yang bersifat for-
mal itu hanyalah suatu upaya untuk
mewujudkan suatu cita-cita hukum
dalam bentuk norma yang secara
substansial harus terwujud sebagai
hasil akhimya. Dengan demikian a-
kan tercapai lingkaran proses.ber-
upa norma atau konsep yang diwu-
judkan atau dioperasionalisasikan
dalam bentuk peraturan perundang-
undangan, dan setelah diterapkan
dalam realita atau kasus tertentu,
maka pelaksanaan itu haruslah me-
rupakan kongkretisasi dari norma
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atau konsep yang mendasarinya ter-
sebut (Sumardjono, 1994 (d)).

(4) Pengambil-alihan Tanah Ma-
syarakat Hukum Adat
Tanah-tanah masyarakat hu-

kum adat yang disebut dengan hak

ulayat/beschikkingsrecht dan hak-
hak serupa itu diakui oleh UUPA
dengan pembatasan, yakni menge-
nai eksistensi dan pelaksanaan (Ba-
ca selengkapnya tulisan Sumardjo-
no dalam SKH Kompas, 13 Mei

1993).

Beberapa hal dapat diusulkan
untuk discpakati bersama, yakni
babwa hak ulayat yang sudah tidak
ada lagi tidak akan dihidupkan kem-
bali dan bila hak ulayat itu masih
ada, keberadaannya harus dihor-
mati, dengan catatan, bahwa seba-
gaimana hak-hak atas tanah lain,
hak masyarakat hukum adat itu pun
mempunyai fungsi sosial sebagai-
mana diamanatkan cleh UUPA.

Jika hak ulayat itu dinilai ma-
sih ada, maka bagaimana pun juga
diperiukan tolok ukur/kriteria untuk
penentuan cksistensinva sesuai de-
ngan ciri-ciri hak ulayat tersebut,
yakni : (1) adanya masyarakat hu-
kuin adat yang mementhi ciri-ciri
tertentu sebagai subjek haknya; (2)
adanya tanah/wilayah dengan batas
tertentu sebagai lebensraum yang
merupakan objek hak ulayat; (3)
adanya kewenangan masyarakat hu-
kum adat itu untuk mengatur dan
menyelenggarakan penggunaan ta-
nahnya (untuk pemukiman, berco-
cok tanam, dan sebagainya), me-
nentukan hubungan hukum antara
orang dengan tanah (memberikan
hak tertentu kepada subjek tertentu),
dan menetapkan hubungan hukum
antara orang dan perbuatan hukum
. yang berkenaan dengan tanah (wa-

84

risan, rukar-menukar, jual beli, dan
sebagainya). Ketiga kriteria tersebut
harus dipenuhi secara kumulatif un-
tuk penentuan keberadaan hak ula-
yat. ,

Yang penting dalam hal ini ia-
lah, bahwa penilaian dipenuhinya
ketiga kriteria tersebut haruslah di-
dasarkan pada ' perasaan hukum
yang hidup dalam masyarakat ter-
sebut yang diterjemahkan dalam ke-
nyataan hidup sehari-hari. Tanpa
pemahaman terhadap struktur ke-
masyarakatannya dan pola pikirnya,
terutama dalam hubungan dcngan
tanahnya, masalah-maszlah yang
ada tidak akan terselesaikan dengan
baik.

Jika pada suatu saat dipandang
perlu untuk mengatur mengenai hak
ulayat ini, maka berkenaan dengan
kriteria penentuan eksistensi, pihak-
pihak yang terlibat dan berwenang
dalam penentuannya, serta meka-
nisinenya haruslah melibatkan ma-
syarakat hukum yang bersangkuatan.

Dalam kaitannya dengan pe-
ngambil-alihan tanah sering terjadi
bahwa musyawarah hanya dila-
kukan dengan mereka yang berlum
tentu dianggap mewakili 1masya-
rakat secara kescluruhan, karena ke-
kurangpahaman terhadap struktur
masyarakat yang dihadapi. Kiranya
cara-cara musyawarah seperti pada
Peraturan Menteri Negara Agra-
ria/Kepala BPN No. 1 Tahun 1994,
yang memungkinkan komunikasi
dengan para anggota masyarakat se-
cara parsial/bergiliran tepat untuk
dilakukan.

Dalam penentuan tentang ganti
kerugiannya pun, kiranya yang di-
atur oleh kedua peraturan itu masih
memerlukan pemikiran kembali.
Disebutkan dalam peraturan -terse-
but, bahwa ganti kerugian terhadap

JKAP Volume I, Nomor [ (Mei 1996)



tanah-tanah ulayat diberikan dalam
bentuk pembangunan fasilitas u-
mum atau bentuk lain yang ber-
manfaat bagi masyarakat setempai
(Pasal 14 Keppres No. 55 Tahun
1993) atau dalam bentuk prasarana
dan sarana yang dapat dimanfaatkan
oleh masyarakat setempat (Per-
aturan Menteri Negara Agra-
ria/Kepala BPN). Melihat kenya-
taan yang ada, kiranya di samping
bentuk ganti kerugian tersebut, yang
perlu dipikirkan adalah, bagaimana
caranya agar inasyarakat sctempat
itu tidak kehilangan suinber kehidu-
pan/mata pencahariannya, dengan
kata lair;, bagaimana menjamin agar
kelangsungan hidup mereka terpeli-
hara, bankan diupayakan agar ku-
alitas hidupnya meningkat.

Kiranya juga merupakan ke-
nyataan bahwa lambat laun proses
individualisasi akan merasuk keda-
lam struktur penguasaan tanah ula-
yat dan semacamnya. Memudarnya
penguasaan tanah oleh masyarakat
hukum adat itu hendaknya terjadi
karena faktor intemal yang ber-
langsung dalam masyarakat hukum
itu sendiri dan bukan karena dipak-
sakan dari luar.

Dari pengalaman yang ada, ti-
dak jarang pula pengambilalihan
tanah berhadapan dengan pemegang
hak yang tidak dapat menunjukkan
alat bukti haknya. Seyogyanya hal
inipun dilihat secara arif. Tidak da-
pat dipungkiri bahwa banyak ta-
nah-tanah hak milik adat yang
dalam keadaan belum terdaftar, se-
bagai salah satu akibat politik hu-
kum pada masa penjajahan. Di
daerah-daerah tertentu tanah-tanah
hak milik-adat dikenai pajak berupa
Verponding Indonesia, Landrente,
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atau pajak bumi atas nama pemilik
tanah dan sebagai bukti pemba-
yarannya disebut dengan berbagai
nama, seperti girik, kohir, kekitir,
pipil, dan sebagainya, yang meru-
pakan fiscaal kadaster. Dalam prak-
tek, di kalangan masyarakat tanda
bukti pembayaran pajak tersebut di-
anggap sebagai bukti pemilikan
tanah, sesuatu yang tidak benar. Na-
nmun demikian, kiranya data yang
tercantum di dalam petuk dan seba-
gainya 1tu dapat dipandang scbagai
petunjuk yang kuat tentang status
tanalinya sebagai tanah milik adat,
dan wajib pajak vang pada umun-
niya adalah pemiliknya (Sumardjono
(a), 1994,.

Dalam rancangan Revisi Per-
aturan Pemerintah No. 10 Tahun
1961 tentarig Pendaftaran Tanah,
keadaan ini pun sudah diantisipasi
dengan baik. Ketiadaan alat bukti
tertulis tidak menghalangi sese-
orang untuk memperoleh kepastian
hukum terhadap hak atas tanahnva.
Bagi tanah-tanah adat yang tidak
ada atau tidak ada lagi tanda bukti
hanya pendaftaran tanahnya dila-
kukan melalui prosedur pengakuan
hak dengan syarat-syarat tertentu
yang tidak memberatkan yang ber-
sangkutan dan cukup sederhana.

CATATAN AKHIR

Konsep kepentingan umum,
musyawarah, dan ganti kerugian, te-
lah mengalami pergeseran sebagai-
mana tampak dalam berbagai per-
aturan perundang-undangan yang
menjadi landasan hukum pengam-
bilalihan tanah.

Dengan berlakunya Keppres
No: 55 Tahun 1993, maka hanya
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Pemerintah yang dapat mempergu-
nakannya untuk kegiatan pemba-
ngunan yang ditujukan bagi kepen-
tingan umum. Instansi Pemerintah,
BUMN/BUMD, otorita bila kegiat-
an yang direncanakannya tidak me-
menuhi tiga kriteria kepentingan u-
mum secara kumulatif, harus ber-
hadapan langsung (tanpa bantuan
Panitia Pengadaan Tanah) dengan
pemegang hak atas tanah untuk
memperoleh tanahnya. - Demikian
pula, untuk kepentingan bisnis, pi-
hak otoritz tidak dapar ineman-faat-
karn Keppres ini, melainkan harus
berhadapan langsung dengan pe-
megang hak dan menempuh cara
jual beli, tukar- menukar, atau cara-
cara lain sesuai dengan musya-
warah.

Pelibatan tokoh masyarakat
dan pemumpin informal dalam hal
pengadaan tanah yang diperkirakan
mempunyai dampak luas serta di-
bukanya kemungkinan bagi peme-
gang hak untuk menunjuk wakil
bila merecka kehendaki dalam proscs
musyawarah, seyogyanya dihindari
kehadiran pihak ketiga yang tidak
jelas fungsi/tanggung jawabnya se-
suai dengan kedua peraturan terse-
but, yang kemungkinan justru dapat
memperkeruh suasana.

Musyawarah scyogyanya dipa-
hami sebagai suatu proses berinti-
kan dialog berdasarkan asas saling
menghormati dalam suasana yang
bebas dari tekanan, yang akan
menghasilkan keputusan yang di-
ambil secara sadar dan iklahs.

Pemberian ganti kerugian ter-
hadap tanah, bangunan, tanaman,
dan benda-benda lain yang berkait-
an dengan tanah hendaknya dilaku-
kan sesuai dengan kriteria yang su-
dah ditentukan. Namun kiranya per-
lu dipikirkan, bahwa dalam hal-hal
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tertentu, kerugian yang bersifat non
fisik (immateriil) dapat menjadi ba-
han pertimbangan juga dalam pe-
nentuan ganti kerugiannya.

Khusus terhadap pengambil-
alihan tanah masyarakat hukum a-
dat, sepanjang hak tersebut menurut
kenyataannya masih ada, wajib dia-
kui dan dihormati. Penghormatan
tersebut selain diwujudkan dalam
pemenuhan tata caranya, keselu-
ruhan prosesnya harus dilakukan
berdasarkan  pemahaman  yang
benar terhadap struktur kemasya-
rakatan dan pola pikir mereka. Gan-
ti kerugian yang diberikan seyog-
yanya tidak hanya berupa pemba-
rngunan sarana dan prasarana, tctapi
perlu diberikan dalam bentuk lain
yang memberikan jaminan terhadap
kelangsungan hidup mereka, se-
hingga dengan demikian dapat me-
ningkatkan kualitas hidupnya.

Tidak kurang pentingnya ada-
nya transparansi dalam perencanaan
tata ruang maupun dalam perenca-
naan pengambilalihan tanah se-
hingga semua pihak memperoleh
informasi yang menjadi haknya.

Pengambilalihan tanah secara
bertanggung jawab memerlukan iti-
kad baik semua pihak, dan bagi para
pelaksana merupakan tugas yang ti-
dak ringan, terutama karena yang
dipertaruhkan adalah rasa keadilan
yang hidup dalam sanubari setiap
manusia.

Seyogyanya dipahami bahwa
pelaksana yang arif adalah mereka
yang mampu memahami secara be-
nar/objektif peraturan perundang-
undangan yang menjadi landasan
hukumnya, baik dari segi formal
dan (terlebih) dan segi substansial-
nya (comprehension); mempunyai
kewenangan dan keberanian bertin-
dak sesuai dengan pemahaman yang
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benar tadi (competence) dan mem-
punyai kepedulian akan nasib orang

lain (compassion/empati/"tepo sali-

ro").
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